
 

 

 

BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 
 

Menimbang  : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana 

Desa untuk setiap Desa, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kayong 

Utara Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 41); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1700); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1012); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong 

Utara Nomor 180); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utaradan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 

2020,  dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:  

a. alokasi Dasar;  

b. alokasi Afirmasi; 

c. alokasi Kinerja; dan 

d. alokasi Formula. 

 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa 

sebagaimana telah ditetapkan dalam  lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 

Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020; 

 

Pasal 4 

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf 

b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, dengan rumus sebagai berikut: 

AA Desa = (0,03 x DD ) / {(2 x DST) + (1 X DT)} 

Keterangan : 

AA Desa = Alokasi Afirmasi Desa 

DD = Pagu Dana Desa Nasional 
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DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi 

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi 

(2) Daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud 

ayat (1) berdasarkan surat pemberitahuan dari Menteri Keuangan c.q 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati Kayong Utara. 

 

Pasal 5 

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada 

desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, 

pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian 

hasil (outcome) pembangunan desa. 

 

Pasal 6 

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut: 

a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%; 

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%; 

c. capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan 

d. capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%. 

 

Pasal 7 

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf 

a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes 

dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap 

bidang APBDes. 

(2) Pengeloaan dana  desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 huruf b 

dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 

pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan 

persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola. 

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan 

persentase capaian output dana desa. 

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status 

desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin. 
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Pasal 8 

Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 

dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 

dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang statistik, dengan bobot sebagai berikut: 

a. 10% (sepuluh persen) untuk Jumlah Penduduk; 

b. 50% (lima puluh persen) untuk Angka Kemiskinan; 

c. 15% (lima belas persen) untuk Luas Wilayah; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis. 

 

Pasal 9 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab. 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total 

penduduk desa Kabupaten Kayong Utara. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total 

penduduk miskin desa Kabupaten Kayong Utara. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah 

Desa Kabupaten Kayong Utara. 

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten 

Kayong Utara. 

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Kayong Utara. 

 

Pasal 10 

Penetapan Rincian Dana Desa dan Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa untuk 

setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  

BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

 

Pasal 11 
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(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui pemindah 

bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Umum Desa dilakukan  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 

Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 

penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah 

Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenaan dari 

Kepala Desa. 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah 

Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah 

Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi 

pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. 

(6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, 

penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan 

penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa tentang APBDes tahun 

berkenaan; dan 

b. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II; 

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 

anggaran sebelumnya. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-

rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima 

persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 

50% (lima puluh persen). 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung 

berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 
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(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai 

dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, 

volume output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat 

memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan 

yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

 

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

 

Pasal 12 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada 

saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes. 

 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 

dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan 

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat Desa setempat 

 

Pasal 14 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan 

Dana Desa. 
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(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

BAB V 

KETENTUAN SANKSI 

Pasal 15 

(1) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Desa berdasarkan 

alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;  

(2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 

30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun 

anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya.  

(4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 

dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran 

Dana Desa tahap II tidak dilakukan.  

(5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran 

berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 

besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 

sisa Dana Desa di RKUD. 

(6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.  

(7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.  

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan 

oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau 

telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.  

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 

bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
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Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

 

Pasal 16 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau 

sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat 

pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke 

RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan 

mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun 

anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 

APBDes tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran 

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu 

kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 

permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan 

dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa paling 

lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

(7) Dalam hal bupati kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali. 
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Pasal 17 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana 

Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Dana Desa. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara. 

Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal   2 Januari 2020   

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

TTD 

   CITRA DUANI 

 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal     2 Januari 2020  

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAYONG UTARA, 

                     TTD 

HILARIA YUSNANI 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1  
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN KAYONG 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO KECAMATAN DESA DANA DESA SETIAP DESA 

1 2 3 

I SUKADANA  

 

1 SUTERA Rp                  945.211.000 

2 PANGKALAN BUTON Rp               1.048.668.000 

3 SEJAHTERA Rp               1.038.580.000 

4 SIMPANG TIGA Rp                  925.434.000 

5 BENAWAI AGUNG Rp                  944.515.000 

6 HARAPAN MULIA Rp               1.229.452.000 

7 PAMPANG HARAPAN Rp                  885.697.000 

8 SEDAHAN JAYA Rp                  981.686.000 

9 GUNUNG SEMBILAN Rp               1.090.276.000 

10 RIAM BERASAP JAYA Rp               1.081.981.000 

JUMLAH Rp             10.171.500.000 

II SIMPANG HILIR  

 

1 TELUKMELANO Rp                  873.044.000 

2 NIPAH KUNING Rp               1.156.092.000 

3 PEMANGKAT Rp                  939.231.000 

4 PADU BANJAR Rp               1.397.569.000 

5 PENJALAAN Rp               1.828.350.000 

6 SUNGAIMATA-MATA Rp               2.269.985.000 

7 BATU BARAT Rp               1.653.968.000 

8 PULAU KUMBANG Rp                  826.569.000 

9 RANTAU PANJANG Rp               1.054.724.000 

10 MATAN JAYA Rp               1.837.741.000 

11 MEDAN JAYA Rp                  944.521.000 

12 LUBUK BATU Rp               1.040.933.000 

JUMLAH Rp             15.822.727.000 
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NO KECAMATAN DESA DANA DESA SETIAP DESA 

III TELUK BATANG  

 

1 MAS BANGUN Rp               1.811.108.000 

2 ALUR BANDUNG Rp               1.327.838.000 

3 TELUK BATANG Rp               1.407.980.000 

4 SUNGAI PADUAN Rp               1.154.338.000 

5 BANYU ABANG Rp               1.404.810.000 

6 TELUK BATANG SELATAN Rp                  998.467.000 

7 TELUKBATANG UTARA Rp               1.420.345.000 

JUMLAH Rp               9.524.886.000 

IV PULAU MAYA  

 

1 TANJUNG SATAI Rp                  865.147.000 

2 KEMBOJA Rp               1.474.590.000 

3 DUSUN KECIL Rp               1.318.571.000 

4 DUSUN BESAR Rp               1.692.831.000 

5 SATAI LESTARI Rp               1.546.476.000 

JUMLAH Rp               6.897.615.000 

V  SEPONTI  

 

1 SEPONTI JAYA Rp               1.012.043.000 

2 TELAGA ARUM Rp                  928.454.000 

3 WONOREJO Rp                  906.306.000 

4 PODORUKUN Rp                  862.710.000 

5 SUNGAI SEPETI Rp                  911.887.000 

6 DURIAN SEBATANG Rp                  927.127.000 

JUMLAH Rp               5.548.527.000 

VI KEPULAUAN KARIMATA  

 

1 PELAPIS Rp                  962.053.000 

2 BETOK JAYA Rp               1.547.998.000 

3 PADANG Rp                  960.108.000 

JUMLAH Rp               3.470.159.000 

JUMLAH KESELURUHAN DD Rp             51.435.414.000 

 

 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

                       TTD 

  

CITRA DUANI 

 


